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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pengendalian 

internal dan prosedur akuntansi penerimaan kas khususnya dari pendapatan 

retribusi pelayanan pemakaman pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung. 

Penelitian ini merupakan studi kasus pada Dinas Penataan Ruang Kota 

Bandung dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, jenis data yang 

digunakan yaitu jenis data kualitatif dan sumber data primer. Teknik 

pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. 

Dari hasil penelitian mengenai sistem pengendalian internal yang 

diterapkan pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung sudah cukup sesuai namun 

ada beberapa yang belum optimal dalam menerapkan unsur-unsur sistem 

pengendalian internal. Selanjutnya mengenai Prosedur akuntansi penerimaan kas 

sudah sesuai dengan prosedur berdasarkan Permendagri No 13 tahun 2006 namun 

ada beberapa yang belum sesuai seperti tidak adanya penentuan besarnya tarif 

retribusi berdasarkan SKRD, tidak adanya proses membandingkan antara SPJ 

yang berasal dari Kepala SKPD dengan Nota Kredit dari Bank, dan tidak adanya 

proses pencatatan jurnal dan pemostingan atas pencatatan yang diterima karena 

pencatatan telah terjadi secara otomatis pada aplikasi SIMDA ketika Bendahara 

Penerimaan menginput STS. 

 

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Internal. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to analyze the internal control system and 

accounting procedures for cash receipts, especially from funeral service 

retribution income at the Bandung City Spatial Planning Service. 

This research is a case study at the Bandung City Spatial Planning Service 

using descriptive research methods, the types of data used are qualitative data 

types and primary data sources. Data collection techniques using documentation 

and interviews. 

From the results of research on the internal control system applied to the 

Bandung City Spatial Planning Service, it is quite appropriate but there are some 

that are not optimal in implementing the elements of the internal control system. 

The accounting procedure for cash receipts is in accordance with the procedures 

based on Permendagri No. 13 of 2006 but there are some that are not appropriate 

such as the absence of determining the amount of levy rates based on the SKRD, 

the absence of a process of comparing the SPJ originating from the Head of 

SKPD with a Credit Note from the Bank, and the absence of a the process of 

recording journals and posting of records received because the recording has 

occurred automatically in the SIMDA/ FMIS application when the Receiving 

Treasurer inputs the STS. 

 

Keywords: Internal Control System. Cash Receipts Accounting Procedure 
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MOTTO 

 

“Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan bagi siapapun, selama orang 

tersebut mau berusaha dan bekerja keras untuk memaksimalkan kemampuan yang 

ia miliki.”  

( Bambang Pamungkas ) 

 

 

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan 

pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah 

melewatkanku.”  

( Umar bin Khattab ) 

 

“Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dikerjakan, hanya tidak ada sesuatu yang 

mudah.” 

( Napoleon Bonaparte ) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 atas perubahan kedua UU 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 

Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 

pendapatan daerah adalah hak pemerintahan daerah yang diakui sebagai 

penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. 

Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah merupakan suatu sistem 

distribusi keuangan yang adil, proposional, demokratis, transparan, dan 

bertanggungjawab, dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi, dengan 

mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran 

pendanaan penyelenggaraan dekonsentralisasi dan tugas pembantuan. Tugas 

pembantuan dari pemerintah kepada daerah dengan kewajiban melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan (Bilalang et 

al., 2021). 

Pendapatan daerah menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 bersumber dari 

tiga yaitu: pertama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang 

diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah, PAD bersumber 

dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Kedua dana perimbangan yaitu dana yang 

bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk 
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mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Ketiga lain-

lain pendapatan yang sah yaitu pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan 

pendapatan dana darurat  (Bilalang et al., 2021). 

Pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 

2006 (sekarang menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007) tentang pengelolaan 

keuangan daerah yang bertujuan agar masing-masing daerah dapat 

mengoptimalkan kemampuan yang ada untuk menggali sumber-sumber 

penerimaan pendapatan asli daerah. Peraturan pemerintah Permendagri Nomor 13 

Tahun 2006 pasal 232 ayat (3) menegaskan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah 

Daerah meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, 

pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi dan/atau kejadian 

keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban APBD 

yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Pada 

peraturan pemerintah (Permendagri) No. 59 Tahun 2007 merupakan revisi 

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

yang mengatur tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan 

pengawasan keuangan daerah, dan salah satu prosedur akuntansi yang diterapkan 

dalam lingkup pemerintahan yaitu prosedur akuntasi penerimaan kas (Amelia & 

Widyawati, 2017). 

Penerimaan kas merupakan komponen sumber daya yang sangat penting 

didalam melaksanakan program pembangunan yang sudah direncanakan oleh 

pemerintah. Kas diakui sebesar nilai nominal dari uang tunai ataupun yang dapat 

dipersamakan dengan uang tunai, dan rekening giro di bank yang tidak dibatasi 
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penggunaanya. Perubahan kas dipengaruhi oleh 2 kegiatan yaitu: penerimaan kas 

dan pengeluaran kas. Penerimaan kas meliputi transaksi-transaksi yang  

menyebabkan bertambahnya saldo kas tunai serta ataupun rekening bank milik 

entitas pemerintah daerah, baik yang berasal dari penjualan tunai, penerimaan 

piutang, penerimaan transfer, penerimaan pinjaman, ataupun penerimaan lainnya. 

Kas dapat mengatur penerimaan serta pengeluaran uang dalam kegiatan. Bahkan 

juga dapat memperhitungkan keuangan yang akan datang. Begitu banyaknya 

fungsi dan manfaat kas. Dengan adanya kas sehingga dapat mengetahui proses 

terjadinya pengelolaan uang  (Lantang et al., 2016). 

Penerimaan kas yang ada pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung 

adalah penerimaan kas dari pendapatan retribusi pelayanan pemakaman. Pada 

peraturan Wali Kota Bandung Nomor 030 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2020 menjelaskan bahwa Tahun 2017 merupakan 

tahun pertama Dinas Penataan Ruang Kota Bandung memiliki pendapatan yang 

berasal dari retribusi daerah yaitu retribusi pelayanan pemakaman. Terdapat 13 

Taman Pemakaman Umum (TPU) yang masih dapat digunakan serta 

menghasilkan dana retribusi pelayanan pemakaman di kota Bandung. Dana 

tersebut nantinya yang akan disetorkan ke kas daerah guna penyelenggara dan 

pembangunan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, menurut 

aturan tersebut bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan. 
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Dalam penerimaan kas dari retribusi pelayanan pemakaman ini terdapat 

sebagian kendala yang kerap terjadi oleh para pihak yang bersangkutan, baik dari 

pihak TPU maupun pihak Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, seperti adanya 

kesalahan pencatatan antara catatan ahli waris dengan catatan pihak TPU, 

sehingga saat ini sedang uji coba menggunakan aplikasi Simpelman (Sistem 

Pelayanan Pemakaman) namun dari 13 TPU hanya baru 4 TPU yang sudah uji 

coba menggunakan aplikasi Simpelman. 

Adapun pengertian sistem dan prosedur itu sendiri yaitu menurut Mulyadi 

(2016:4), “Sistem merupakan suatu jaringan prosedur yang dirancang berdasarkan 

pola yang terpadu untuk melaksanakan aktivitas utama perusahaan”. Sedangkan 

pengertian prosedur menurut Narko dalam (Wijaya & Irawan, 2018) “ prosedur 

adalah urutan-urutan pekerjaan clerical yang melibatkan beberapa orang yang 

disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap penggunaan 

transaksi perusahaan yang berulang-ulang”. 

Dalam melakukan penerimaan kas harus memiliki sistem dan prosedur 

yang sesuai dengan peraturan yang ada. Sistem dan prosedur akuntansi pada 

umumnya diperuntukan untuk menyediakan data untuk manajemen agar 

perencanaan dan pengendalian dalam menangani aktivitas penyelewengan serta 

penyalahgunaan dana. Oleh karena itu dalam sistem dan prosedur penerimaan kas 

khususnya pendapatan retribusi pelayanan pemakaman mensyaratkan adanya 

pemisahan atas fungsi-fungsi secara jelas (Rachman, 2018). 
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas mengenai penerimaan kas 

khususnya dari pendapatan retribusi pelayanan pemakaman, untuk itu penulis 

tertarik untuk menyusun Tugas Akhir ini dengan judul “ Analisis Sistem 

pengendalian internal dan Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada Dinas 

Penataan Ruang Kota Bandung.” 

 

1.2. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana sistem pengendalian internal yang berkaitan dengan prosedur 

akuntansi penerimaan kas dari pendapatan retribusi pelayanan pemakaman 

pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung? 

2. Bagaimana prosedur akuntansi penerimaan kas dari pendapatan retribusi 

pelayanan pemakaman pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk  

1. Menganalisis sistem pengendalian internal yang berkaitan dengan prosedur 

akuntansi penerimaan kas dari pendapatan retribusi pelayanan pemakaman 

pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung. 

2. Menganalisis prosedur akuntansi penerimaan kas dari pendapatan retribusi 

pelayanan pemakaman pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung. 
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1.4. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun 

praktis baik bagi penulis sendiri maupun untuk pihak-pihak lain yang 

berkepentingan, seperti pada penjelasan berikut ini :  

1. Secara teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan Sebagai bahan studi ilmiah 

untuk mengetahui sistem pengendalian internal dan prosedur akuntansi 

penerimaan kas, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu 

pengetahuan yang secara teoritis dipelajari dibangku perkuliahan.  

2. Secara praktis  

a. Menambah wawasan dan pengetahuan di bidang akuntansi khususnya 

mengenai sistem pengendalian internal dan prosedur akuntansi 

penerimaan kas pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung. 

b. Dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan 

referensi dibidang sistem pengendalian internal dan prosedur akuntansi 

penerimaan kas. 

c. Sebagai evaluasi bagi Dinas Penataan Ruang Kota Bandung mengenai 

sistem pengendalian internal dan prosedur akuntansi penerimaan kas yang 

sedang berjalan. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Sistem  

2.1.1. Pengertian Sistem  

 Sistem berasal dari bahasa latin (systema) dari bahasa yunani (sustema) 

adalah sekumpulan elemen yang saling berhubungan secara teratur sehingga 

membentuk totalitas (KBBI, 2017). 

 Menurut Kurnia Cahya Lestri dan Amri (2020:7) berpendapat bahwa 

sistem adalah dua atau lebih komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi 

membentuk suatu kesatuan yang utuh sehingga menghasilkan satu tujuan. 

 Menurut Mulyadi (2016:4) mengemukakan bahwa sistem adalah suatu 

jaringan prosedur yang dibuat menurut suatu pola yang terpadu untuk 

melaksanakan kegiatan utama perusahaan. 

Menurut Susanto dalam Djahir dan Pratita (2015:6) mengemukakan 

bahwa “sistem merupakan kumpulan/kelompok yang berasal dari setiap 

subsistem/ bagian/ komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling 

berhubungan satu sama lain serta bekerja sama secara harmonis untuk mencapai 

satu tujuan tertentu”. Sedangkan menurut Mulyani (2016:2) menyatakan bahwa “ 

sistem dapat berupa subsistem, komponen yang saling membentuk untuk tujuan 

yang sama yang telah ditentukan sebelumnya”.  
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Selain itu menurut Hutahaean (2015:2) mengemukakan bahwa “ sistem 

adalah suatu jaringan yang berasal dari prosedur-prosedur yang saling bekerja 

sama, berkumpul bersama-sama untuk melakukan tujuan yang tertentu”. 

Ciri - Ciri Sistem Menurut Mulyani (2016:5) 

a. Sistem Mempunyai Komponen-Komponen 

Komponen-komponen sistem biasanya berupa subsistem baik berupa fisik 

maupun abstrak. Subsistem sebenarnya adalah sebuah sistem, biasanya 

merupakan sebuah sistem yang lebih kecil dari sistem yang menjadi 

lingkungannya. 

b. Komponen-Komponen Sistem Harus Terintegrasi (Saling Berhubungan) 

Dalam melakukan pekerjaannya, komponen-komponen dalam sistem harus 

saling terintegrasi satu sama lain. 

c. Sistem Mempunyai Batasan Sistem 

Sistem yang dibuat oleh manusiapun harus mempunyai batasan sistem yaitu, 

sebuah batasan-batasan yang bisa memberikan gambaran pemisah antara 

lingkup sistem dengan batas luar sistem. Dengan batasan inilah seseorang bisa 

menilai kompleksitas suatu sistem. Semakin sedikit batas sistem maka 

semakin komplek batas sistem tersebut dan sebaliknya semakin luas batas 

sistem maka kompleksitas sistem tersebut akan semakin sempit. 

d. Sistem Mempunyai Tujuan Yang Jelas  

Selain mempunyai batasan, sistem juga harus mempunyai tujuan. Tujuan 

sistem merupakan target atau hasil akhir yang sudah dirancang oleh pembuat 
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sistem dimana tujuan ini menjadi titik koordinat komponen-komponen sistem 

dalam bekerja sehingga tujuan dari sistem tersebut bisa dicapai. 

e. Sistem Mempunyai Lingkungan  

Lingkungan sistem bisa kita bagi menjadi 2, yaitu lingkungan luar sistem 

(external) dan lingkungan dalam sistem (internal). Dimana lingkungan luar 

sistem adalah lingkungan diluar batas-batas sistem sedangkan lingkungan 

dalam sistem adalah lingkungan yang mewadahi komponen-komponen sistem 

yang ada dalam sistem. 

f. Sistem Mempunyai Input, Proses Dan Output  

Untuk mencapai tujuannya, sistem memerlukan inputan dari pengguna sistem. 

Inputan tersebut akan dijadikan parameter sebagai bahan baku untuk 

pengolahan data. 

 

2.1.2. Pengertian Informasi  

Menurut Sri Mulyani (2019:14) menyatakan bahwa Informasi merupakan 

data yang sudah diolah yang ditujukan untuk seseorang, organisasi ataupun siapa 

saja yang membutuhkan. Informasi akan menjadi sangat berguna apabila objek 

yang menerima informasi membutuhkan informasi tersebut.  

Menurut (Irviani, 2019) menjelaskan bahwa “informasi adalah kumpulan 

fakta atau data yang disusun atau diolah dengan cara tertentu sehingga memiliki 

arti bagi penerimanya. 



10 

 

 

Sutabri dalam Trimahardhika dan Sutinah (2017:250), “informasi adalah 

data yang telah diproses, diklasifikasikan, ditafsirkan, dan digunakan untuk 

pengambilan keputusan”. 

Karakterisik informasi  

a. Relevan, informasi harus memiliki makna yang tinggi agar tidak menimbulkan 

keraguan bagi yang menggunakannya dan dapat digunakan secara tepat untuk 

mengambil keputusan. 

b. Andal, suatu informasi harus memiliki keandalan yang tinggi, informasi yang 

digunakan sebagai alat pengambilan keputusan merupakan kejadian nyata 

dalam kegiatan perusahaan. 

c. Lengkap, informasi tersebut harus memiliki penjelasan yang detail dan jelas 

dari setiap aspek peristiwa yang diukur. 

d. Tepat waktu, setiap informasi harus dalam kondisi terkini bukan dalam bentuk 

usang sehingga penting untuk digunakan sebagai pengambil keputusan. 

e. Dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam bentuk yang jelas akan 

memudahkan orang mengartikannya. 

 

2.1.3. Pengertian Akuntansi  

Menurut Anggie Hanggara (2019:1) menyatakan bahwa akuntansi adalah 

proses mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan data atau informasi berguna 

untuk penilaian dan pengambilan keputusan. 
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Menurut Amin W dalam Badriyah (2015:18), “Akuntansi adalah kegiatan 

jasa mengidentifikasi, mengukur, menghasilkan informasi kualitatif, terutama 

yang bersifat keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan”. 

Menurut Badriah (2015:16), “Akuntansi adalah proses pengolahan data 

sejak terjadi transaki, kemudian transaksi ini mempunyai bukti yang sah sebagai 

dasar transaksinya kemudian berdasarkan data dan bukti tersebut di input kedalam 

proses pengolahan data sehingga menghasilkan output berupa informasi laporan 

keuangan. 

Menurut Waren, Carl S, dkk (2016:3) menjelaskan bahwa Secara umum, 

akuntansi (accounting) dapat diartikan sebagai sistem informasi yang 

menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas 

ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi adalah “ bahasa bisnis” (language of 

business) karena melalui akuntansilah informasi bisnis dikomunikasikan kepada 

para pemangku kepentingan. 

Akuntansi menyediakan informasi bagi para pemangku kepentingan dalam 

perusahaan melalui proses sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi pemangku kepentingan  

2. Menilai kebutuhan pemangku kepentingan  

3. Merancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pemangku 

kepentingan 

4. Mencatat data ekonomi mengenai aktivitas dan peristiwa perusahaan 

5. Menyiapkan laporan akuntansi bagi para pemangku kepentingan 
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2.1.4. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi  

Menurut Sri Mulyani (2019:21) menyatakan bahwa Pada umumnya sistem 

informasi akuntansi digunakan sebagai alat untuk melakukan analisis keputusan 

ataupun sebagai pembuat keputusan yang terkait dengan transaksi-transaksi 

perusahaan. 

Menurut Azhar Susanto (2017:80) “ sistem informasi akuntansi dapat 

didefinisikan sebagai kumpulan (integrasi) dari sub-sub sistem/ komponen baik 

fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain 

secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah 

keuangan menjadi informasi keuangan. 

Menurut (Romney & Steinbart, 2018) sistem informasi akuntansi adalah 

sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan, serta memproses data 

untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. Hal ini termasuk 

orang, prosedur, serta instruksi, data, software, infrastruktur teknologi informasi, 

kontrol internal serta langkah-langkah keamanan. 

 

2.1.5. Pengertian Sistem Pengendalian Intern  

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem 

Pengendalian Internal Pemerintah, sistem pengendalian intern adalah proses yang 

integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh 

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas 

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan 
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pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undang. 

Sistem pengendalian internal menurut IAPI (2011:319.2) sebagai suatu 

proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan entitas lain yang 

didesaian untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian dalam 

keandalan pelaporan keuangan, efektivitas, dan efesiensi operasi dan kepatuhan 

terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

Menurut Mulyadi (2017:129) sistem pengendalian internal meliputi 

struktur organisasi yang terkoordinasi, metode dan tindakan untuk melindungi 

aset organisasi, memeriksa keakuratan dan keandalan data akuntansi, mendorong 

efesiensi dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Pengendalian 

internal disebut juga sebuah kerangka kerja terintegrasi adalah sebuah standar 

yang digunakan perusahaan dalam mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi 

pengendalian internal (waren, dkk, 2015:400). 

 

2.1.5.1. Unsur - Unsur Sistem Pengendalian Internal  

Menurut Mulyadi (2017:130) unsur pokok sistem pengendalian internal 

ada 4 unsur yaitu: 

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab dan wewenang secara 

tegas. Struktur organisasi adalah kerangkanya pembagian tanggung jawab 

fungsional ke unit organisasi dibentuk untuk melaksanakan kegiatan utama 

perusahaan. 
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b. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Didalam organisasi, setiap transaksi 

hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki kewenangan 

untuk menyetujui transaksi. Oleh karena itu dalam organisasi harus dibuat 

suatu sistem yang mengatur pembagian kewenangan untuk mengotorisasi 

pelaksanaan setiap transaksi. 

c. Praktik yang sehat. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem 

kewenangan dan prosedur pencatatan yang telah dilaksanakan tidak akan 

terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk memastikan 

praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. 

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Elemen kualitas 

karyawan merupakan elemen dari sistem pengendalian internal yang sangat 

penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, elemen 

kontrol lainnya dapat dikurangi seminimal mungkin dan perusahaan masih 

mampu menghasilkan akuntabilitas keuangan yang dapat diandalkan. 

 

2.1.5.2. Komponen-Komponen Sistem Pengendalian Internal  

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:71) sistem pengendalian internal 

memiliki 5 komponen utama sebagai berikut: 

1) Lingkungan pengendalian  

Lingkungan pengendalian adalah sarana dan prasana yang ada dalam 

organisasi atau perusahaan untuk menjalankan struktur pengendalian internal 

yang baik. 
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2) Penaksiran risiko  

Manajemen perusahaan harus mampu mengidentifikasi berbagai risiko yang 

dihadapi perusahaan. Dengan memahami risiko manajemen dapat mengambil 

tindakan pencegahan, sehingga perusahaan dapat menghindari kerugian yang 

besar. 

3) Aktivitas pengendalian 

Kegiatan pemantauan bermacam-macam proses dan upaya yang dilakukan 

oleh manajemen perusahaan untuk menegakkan pengawasan atau 

pengendalian operasi perusahaan. 

4) Informasi dan komunikasi  

Merancang sistem informasi perusahaan dan manajemen puncak harus 

mengetahui hal-hal berikut ini: 

a. Bagaimana transaksi diawali 

b. Bagaimana data dicatat kedalam formulir yang siap dimasukan ke sistem 

komputer. 

c. Bagaimana file data dibaca, diorganisasi, dan diperbaharui isinya. 

d. Bagaimana data diproses agar menjadi informasi dan informasi diproses 

lagi menjadi informasi yang lebih berguna bagi pembuat keputusan. 

e. Bagaimana informasi yang baik dilakukan. 

f. Bagaimana transaksi berhasil. 
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5) Pemantauan  

Adalah kegiatan untuk mengikuti jalannya sistem informasi akuntansi, 

sehingga jika terjadi kesalahan tidak seperti yang diharapkan, tindakan dapat 

segera diambil. 

 

2.2. Prosedur Penerimaan Kas  

2.2.1. Pengertian Prosedur  

Menurut Ardios dalam (Wijaya & Irawan, 2018) menyatakan bahwa               

“ prosedur merupakan bagian dari sistem yang merupakan rangkaian tindakan 

yang melibatkan beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan 

untuk menjamin supaya suatu bisnis atau transaksi dapat terjadi secara berulang 

kali dan dilaksanakan secara seragam”.  

Menurut Cole yang diterjemahkan oleh Baridwan dalam (Wijaya & 

Irawan, 2018) “ prosedur adalah urutan pekerjaan klerikal yang umumnya 

melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih yang disusun untuk 

menjamin keseragaman perlakuan atas transaksi perusahaan yang seringkali 

terjadi”. 

Menurut Pranaswati (2018:7) Prosedur merupakan aspek yang bermakna 

dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan,baik dalam bidang kegiatan operasional 

maupun bidang pekerjaan perkantoran. Kata prosedur berasal dari bahasa Inggris 

yaitu procedure, yaitu metode, cara, ketentuan digunakan. Meski begitu, kata 

prosedur biasa digunakan dalam Kosakata bahasa Indonesia yang dikenal dengan 

prosedur. 
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2.2.2. Pengertian Penerimaan Kas  

Penerimaan kas merupakan komponen sumber daya yang sangat penting 

didalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan oleh 

pemerintah. Kas diakui sebesar nilai nominal dari uang tunai atau yang dapat 

dipersamakan dengan uang tunai, serta rekening giro dibank yang tidak dibatasi 

penggunaannya. Perubahan kas dipengaruhi oleh dua aktivitas, yaitu: penerimaan 

kas dan pengeluaran kas (Pangalila et al., 2015). 

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:16) penerimaan kas adalah prosedur 

pencatatan yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan penerimaan kas dari 

berbagai sumber yaitu penjualan tunai, penjualan aktiva tetap, pinjaman yang baik 

dan setoran modal baru. Tapi penerimaan kas perusahaan biasanya merupakan 

penerimaan biasa yang berasal dari dua sumber utama: pendapatan kas dari 

penjualan tunai dan dari piutang dan atau pembayaran dari penjualan kredit. 

Penerimaan kas menurut Mulyadi (2017:419) berasal dari dua sumber 

utama yaitu dari penjualan dan dari penagihan piutang. Penerimaan kas dari 

penjualan tunai dapat berupa uang tunai, slip penjualan kartu kredit, atau cek 

pribadi. Penerimaan kas dari piutang dapat berupa cek atau bilyet giro. 

 

 

 

 



18 

 

 

2.2.3. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas  

Menurut Abdul Halim (2008:78) menjelaskan bahwa Prosedur akuntansi 

penerimaan kas meliputi serangkaian proses, baik manual maupun 

terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi 

dan/atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas 

pada SKPD dan/atau SKPKD. 

1. Fungsi terkait  

Fungsi yang terkait dalam prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD 

dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD sedangkan pada SKPKD 

dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD. 

2. Dokumen yang digunakan 

Dokumen yang digunakan pada proesdur akuntansi penerimaan kas pada 

SKPD dan/atau SKPKD terdiri atas: 

a. Surat ketetapan pajak daerah, digunakan untuk menetapkan pajak daerah 

atas wajib pajak yang dibuat oleh PPKD. 

b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), digunakan untuk menetapkan 

retribusi daerah atas wajib retribusi yang dibuat oleh pengguna anggaran. 

c. Surat Tanda Bukti Penerimaan (STBP), digunakan untuk mencatat setiap 

penerimaan pembayaran dari pihak ketiga yang diselenggarakan oleh 

bendahara penerimaan. 

d. Surat Tanda Setoran (STS), digunakan untuk menyetorkan penerimaan 

daerah yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan pada SKPD. 



19 

 

 

e. Bukti transfer, merupakan dokumen atau bukti atas transfer penerimaan 

daerah. 

f. Nota kredit bank, dokumen atau bukti dari bank yang menunjukan adanya 

transfer uang masuk ke rekening kas. 

g. Buku Jurnal penerimaan kas merupakan catatan yang diselenggarakan oleh 

fungsi akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau 

kejadian yang berhubungan dengan penerimaan kas. 

h. Buku besar, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi 

akuntansi untuk memosting semua transaksi atau kejadian selain kas dari 

jurnal penerimaan kas ke buku besar untuk setiap rekening aset, 

kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan. 

i. Buku Besar Pembantu, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh 

fungsi akuntansi untuk mencatat semua transaksi atau kejadian yang berisi 

rincian akun buku besar untuk setiap rekening yang dianggap perlu. 

 

2.2.3.1. Uraian Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas dari Pendapatan 

Retribusi  

Uraian kegiatan prosedur penerimaan, penyetoran kas, dan pencatatan 

pada Sistem Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Bendahara Penerimaan 

Pembantu yang terdapat pada Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut: 
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1. Kepala SKPD/ Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Ketetapan Pajak 

Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Dokumen 

tersebut dibuat rangkap 2 (dua). Lampiran 1 disampaikan kepada wajib pajak/ 

wajib retribusi, sedangkan lampiran 2 disampaikan kepada Bendahara 

Penerimaan Pembantu. 

2. Pihak ketiga melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah sesuai dengan 

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk pajak daerah atau Surat 

Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk retribusi daerah. Pembayaran 

pajak/ retribusi daerah langsung ke bendahara penerimaan pembantu. 

3. Bendahara Penerimaan Pembantu mencocokan uang yang disetor oleh wajib 

pajak dengan SKPD/SKRD. Kemudian membuat Tanda Bukti Penerimaan 

(TBP) dan menyerahkan kepada wajib pajak/ wajib retribusi. 

4. Bendahara Penerimaan Pembantu menyetorkan semua uang yang diterima 

setiap hari nya, beserta Surat Tanda Setoran (STS) yang dibuat rangkap 2 

(dua), sebagai bukti telah melakukan penyetoran uang ke rekening Kas Umum 

Daerah di Bank. 

5. Bank mencocokkan STS dengan uang yang disetorkan. Apabila tidak cocok 

maka Bank akan mengembalikan, apabila cocok maka bank akan membuat 

Nota Kredit. STS lampiran 1 (satu) akan diserahkan kepada Bendahara 

Penerimaan Pembantu, sedangkan lampiran 2 (dua) disimpan oleh bank. Nota 

kredit disampaikan Bank kepada pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

(PPKD). 
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6. Berdasarkan STS, arsip SKPD/SKRD dan arsip TBP Bendahara Penerimaan 

Pembantu mencatat pada Buku Kas Umum Penerimaan Pembantu (BKU), 

Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Pembantu. 

7. Bendahara Penerimaan Pembantu membuat Laporan Pertanggungjawaban 

(SPJ) utnuk penerimaan 1 bulan dan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya 

untuk disampaikan kepada Bendahara Penerimaan. 

8. Bendahara penerimaan kemudian memverifikasi, mengevaluasi dan 

mencocokan laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara 

Penerimaan Pembantu. Setelah dinyatakan cocok maka ditandatangani. 

Apabila tidak cocok maka dikembalikan. 

9. Bendahara penerimaan mencatat atas penerimaan yang berasal dari bendahara 

penerimaan pembantu ke dalam BKU penerimaan, Buku Pembantu, Buku 

Rekapitulasi, dan Menyusun SPJ. 

10. Kepada SKPD/Pengguna Anggaran menandatangani SPJ yang diajukan oleh 

Pejabat Penatauasahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-

SKPD) dan menyerahkan kepada PPKD. 

11. PPKD membandingkan SPJ dengan Nota Kredit. Apabila cocok maka PPKD 

membuat Surat Pengesahan SPJ dan mencatat dalam Register Kas. Surat 

pengesahan kemudian diserahkan kepada PPK-SKPD. Sedangkan Nota Kredit 

diarsip. Selanjutnya SPJ diserahkan Kepada Fungsi Akuntansi SKPKD. 

12. Fungsi Akuntansi-SKPKD mencatat penerimaan kas ke dalan Jurnal 

Penerimaan Kas berdasarkan SPJ yang diterima dari PPKD. Memposting ke 

buku besar dan memcatat ke buku besar pembantu. 
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13. Fungsi Akuntansi- SKPD mencatat penerimaan kas kedalam jurnal 

penerimaan kas berdasarkan SPJ yang diterima dari PPK-SKPD. Memposting 

ke buku besar dan mencatat ke buku besar pembantu.  

 Selain itu dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2017 disebutkan besarnya 

tarif retribusi pelayanan pemakaman adalah sebagai berikut: 

1. Penyediaan lahan yang digunakan pemakaman Rp. 25.000,00 (dua puluh lima 

ribu rupiah) per meter persegi untuk 1 (satu) tahun. 

2. Perpanjangan penggunaan makam pertahun Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu 

rupiah). 

3. Pembongkaran makam Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). 

4. Penyediaan makam tumpang Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). 

5. Perpanjangan penggunaan makam tumpang pertahun Rp. 30.000,00 (tiga 

puluh ribu rupiah). 

6. Penitipan mayat berupa rumah duka Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu 

rupiah) per hari per ruang. 

7. Penggalian dan pengurungan Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu 

rupiah ) per makam. 

8. Pelayanan pengangkutan mayat: 

a. Dalam kota Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). 

b. Luar kota Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilo meter paling sedikit 

dihitung 25 (dua puluh lima ) kilometer. 
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2.2.3.2. Pencatatan Akuntansi Penerimaan Kas dari Pendapatan Retribusi  

Menurut Lampiran II Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah adalah: 

Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kemudian akan menerima Tanda 

Bukti Pembayaran (TBP). TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk 

mengakui pendapatan dengan mencatat “Kas di Bendahara Penerimaan” di debit 

dan “Pendapatan Retribusi Daerah - LO (sesuai rincian objek terkait)” di kredit 

dengan jurnal: 

Tabel 2. 1  

Jurnal Penerimaan kas di Bendahara Penerimaan 

Kas di Bendahara Penerimaan   xxx 

 Pendapatan Retribusi Daerah     xxx 

Sumber : Lampiran II Permendagri No 64 Tahun 2013 

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi pendapatan 

retribusi, PPK-SKPD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan 

“Pendapatan Retribusi Daerah LRA (sesuai rincian objek terkait)” di kredit 

dengan jurnal: 

Tabel 2. 2  

Jurnal Penerimaan kas di Bendahara Penerimaan 

Estimasi Perubahan SAL     xxx 

 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA   xxx 

Sumber : Lampiran II Permendagri No 64 Tahun 2013 
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Atas retribusi yang diterima tersebut akan dilakukan penyetoran ke Kas 

Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS). Berdasarkan STS 

tersebut, PPK-SKPD mencatat “RK PPKD” di debit dan “Kas di Bendahara 

Penerimaan” di kredit dengan jurnal: 

Tabel 2. 3  

Jurnal Penyetoran Kas Daerah 

RK- PPKD       xxx 

 Kas di Bendahara Penerimaan    xxx 

Sumber : Lampiran II Permendagri No. 64 Tahun 2013 

 

2.3. Akuntansi Sektor Publik  

2.3.1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik  

Sektor publik merupakan semua yang berhubungan dengan kepentingan 

publik serta perihal penyediaan barang dan jasa yang ditunjukan untuk publik, 

dibayarkan melalui pajak serta pendapatan negara lainnya yang telah diatur dalam 

hukum. Jadi akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa 

yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan peristiwa atau 

transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan 

yang diperlukan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengembalian keputusan, yang 

diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi Negara dan 

departemen-departemen dibawahnya (Bilalang et al., 2021). 
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Menurut Hantono, dkk (2021:3) akuntansi sektor publik merupakan suatu 

proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis serta dalam pembuatan laporan 

pengelolaan keuangan dalam lembaga publik sehingga laporan pengelolaan 

keuangan ini nanti nya dapat digunakan lembaga publik untuk memberikan 

informasi laporan pengelolaan keuangan pada pihak yang membutuhkan yang 

sangat membantu saat ada pengambilan keputusan. 

Menurut Dwi Ratmono (2015) akuntansi atau akuntansi keuangan daerah 

sektor publik adalah proses mengidentifikasi, mengukur, merekam, dan pelaporan 

transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah di kerangka kerja untuk 

membuat keputusan ekonomi yang diperlukan oleh para pihak luar. 

Menurut Erlina, dkk (2015) akuntansi sektor publik adalah akuntansi 

yang digunakan untuk merekam peristiwa ekonomi di organisasi nonprofit atau 

nirlaba. Secara sederhana akuntansi sektor publik banyak digunakan oleh 

organisasi sektor publik, seperti partai politik, masjid, puskesmas, rumah sakit, 

sekolah atau universitas, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah pusat. 

 

2.3.2. Standar Akuntansi Sektor Publik  

Standar akuntansi artinya pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur 

perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan 

kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi adalah 

praktik khusus yang dipergunakan untuk mengimplementasikan standar untuk 

memastikan diikutinya prosedur yang telah ditetapkan, sistem akuntansi sektor 

publik wajib dilengkapi dengan sistem pengendalian intern atas penerimaan serta 
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pengeluaran dana publik. Pelaksanaan standar akuntansi sektor publik merupakan 

persoalan yang serius bagi praktik akuntansi, dan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. Pembuatan suatu standar mungkin dapat bermanfaat bagi suatu 

pihak, tetapi dapat juga merugikan bagi pihak lain (Mardiasmo 2018:186). 

 

2.3.3. Siklus Akuntansi Sektor Publik  

 

2.  

3.  

4.  
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2.4. Pendapatan  

2.4.1. Pengertian Pendapatan  

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015:23,1) “pendapatan adalah 

pendapatan yang timbul dari aktivitas normal entitas dan dikenal dengan berbagai 

nama, seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, deviden, royalti, dan sewa”. 

Sedangkan menurut Diana dan Setiawati (2017:361) menyatakan“ pendapatan 

adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal 

entitas selama satu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan 

ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”. 

Menurut PSAK No.23 Paragraf 7 (2015) pengertian pendapatan adalah 

arus masuk manfaat ekonomi bruto yang timbul dari aktivitas perusahaan selama 

periode ketika arus masuk menghasilkan peningkatan ekuitas yang signifikan 

tidak berasal dari kontibusi investasi. 

Menurut Hadi dan Hastuti (2015:495) menyatakan bahwa:”pendapatan 

adalah peningkatan aset organisasi atau penurunan”kewajiban selama satu periode 

akuntansi, terutama dari aset operasi. Pendapatan juga dikatakan sebagai 

pendapatan yang timbul dari perusahaan yang dikenal dengan nama yang berbeda 

seperti penjualan, pendapatan jasa (fee), bunga, deviden, royalti dan sewa.  
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2.4.2. Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Siregar (2015:31) menyebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam 

wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. 

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah yang 

berasal dari sumber-sumber yang potensinya berada di wilayahnya sendiri serta 

dikelola oleh pemerintah sesuai peraturan daerah serta sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah adalah salah satu 

sumber pendapatan yang diandalkan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota  

karena dan digali sendiri serta dapat dipergunakan dalam menjalankan 

penyelenggarakan kegiatan pemerintah serta pembangunan ekonomi wilayah 

(Pangalila et al., 2015). 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli 

Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, 

hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan 

lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan 

keleluasan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi 

daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.  

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 pasal (6)  

1) PAD bersumber dari : 

a. Pajak daerah  

b. Retribusi daerah  
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c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan; dan 

d. lain-lain PAD yang sah 

2) lain-lain PAD yang sah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf d meliputi: 

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

b. Jasa giro 

c. Pendapatan bunga 

d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan 

e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah. 

 

2.5. Pengertian Retribusi Daerah  

Menurut Windhu (2018:185) retribusi daerah adalah iuran yang bersifat 

dibayarkan oleh rakyat kepada daerah-daerah yang dapat dipaksakan yang 

mendapatkan kembali prestasi nya secara langsung. 

Menurut Yoyo (2017:108) retribusi daerah adalah sebagai pembayaran 

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan secara khusus dan/atau 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah menjelaskan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan. 
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Jenis retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikelompokan menjadi tiga yaitu : 

1. Retribusi jasa umum, adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan 

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta 

dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum 

terdiri dari: 

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan  

b. Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan  

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte 

Catatan Sipil. 

d. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat 

e. Retribusi Pelayanan Parkit Di Tepi Jalanan Umum. 

f. Retribusi Pelayanan Pasar. 

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. 

h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. 

i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta. 

j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan. 

2. Retribusi jasa usaha, retribusi atau jasa yang disediakan oleh pemerintah 

daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 

disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha terdiri dari : 

a. Retribusi Kekayaan Daerah 

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. 

c. Retribusi Tempat Pelelangan. 
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d. Retribusi Terminal. 

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir. 

f. Retribusi Tempat Penginapan atau Pesanggrahan Atau Villa. 

g. Retribusi Penyedotan Kakus. 

h. Retribusi Rumah Potong Hewan. 

i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal. 

j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. 

k. Retribusi Penyebrangan diatas Air. 

l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair. 

m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 

3. Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah 

daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan 

atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 

prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum 

dan menjaga kelestarian lingkungan. 

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu, terdiri dari : 

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. 

2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 

3. Retribusi Izin Gangguan. 

4. Retribusi Izin Trayek. 
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2.6. Penelitian Sebelumnya 

 

Tabel 2. 4  

Hasil Penelitian Sebelumnya 

No Peneliti Tahun  Judul Kesimpulan Hasil Penelitian 

1 Jennyver 

S.Bilalang, 

Jessy D.L. 

Warongan,  

Christian 

Datu  

2021 Analisis Prosedur 

Akuntansi 

Penerimaan Kas 

pada Badan 

Pendapatan 

Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara 

Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa secara umum Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara sudah menetapkan 

prosedur penerimaan kas sesuai 

dengan PERMENDAGRI  Nomor 

21 Tahun 2011 dan sistem 

pengendalian intern pemerintah 

telah berjalan dengan baik  

2 Gabriella S. 

Lantang, 

Herman 

Karamoy,  

Jessy 

Warongan  

2016 Analisis Sistem 

Akuntansi 

Penerimaan Kas 

Pada Dinas 

Pendapatan 

Daerah 

Kabupaten 

Minahasa 

Tenggara 

Sistem penerimaan kas di Dispenda 

kabupaten minahasa tenggara 

sesuai dengan PERMENDAGRI 21 

tahun 2011 dan PP 71 Tahun 2010 

namun masih terkendala dengan 

batasnya sumber daya manusia 

dalam menjalankan sebagian 

bidang dari dispenda . 

3 Chartika 

Melisa, 

Pangalila  

Lentje 

Kalangi,  

Novi 

Budiarso  

2015 Analisis Sistem 

Dan Prosedur 

Penerimaan Kas 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

pada DPPKAD 

Kabupaten 

Minahasa Utara 

Sistem dan prosedur penerimaan 

kas PAD pada Kabupaten Minahasa 

Utara sudah memadai dengan 

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 

2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan namun masih 

terkendala dengan terbatasnya 

sumber daya manusia dalam 

menjalankan sebagian bidang dari 

DPPKAD Kabupaten Minahasa 

Utara. Pemerintah Minahasa Utara 

sebaiknya merekrut orang-orang 

yang mampu mengatasi 

permasalahan sumber daya manusia 

yang masih kurang di DPPKAD. 



33 

 

BAB III  

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian  

Menurut (Sugiyono, 2019) menjelaskan objek penelitian adalah “sasaran 

penelitian ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu 

tentang sesuatu yang objektif, valid dan reliabel tentang suatu hal (variabel 

tertentu)”. 

Pada penelitian ini objek yang akan diteliti adalah sistem pengendalian 

internal dan prosedur akuntansi penerimaan kas khususnya dari pendapatan 

retribusi pelayanan pemakaman pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung. 

 

3.2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu di Dinas 

Penataan Ruang Kota Bandung yang beralamatkan di Jln. Cianjur No. 34 Telp 

(022) 7217451 Fax (022) 7278801 Bandung. 

 

3.3. Metode Penelitian  

Menurut Sugiyono (2017:2) mengungkapkan bahwa “ metode penelitian 

pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan kegunaan 

tertentu”. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. 
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Menurut Sugiyono (2018) penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dilakukan untuk menentukan nilai variabel bebas, baik satu varibel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel 

lainnya. 

Pada penelitian ini penulis memilih penelitian studi kasus, karena penulis 

dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai objek yang akan 

penulis teliti yaitu tentang analisis sistem pengendalian internal dan prosedur 

akuntansi penerimaan kas dari pendapatan retribusi pelayanan pemakaman pada 

Dinas Penataan Ruang Kota Bandung. 

 

3.3.1. Jenis Data dan Sumber Data  

3.3.1.1. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

jenis data kualitatif karena menurut Sugiyono (2015) data kualitatif merupakan 

data yang berbentuk, kata, skema, dan gambar. Data kualitatif yang digunakan 

berupa sejarah singkat, struktur organisasi, dokumen dan catatan yang digunakan 

dan prosedur akuntansi penerimaan kas dari pendapatan retribusi pemakaman 

yang terjadi di Dinas Penataan Ruang Kota Bandung. 

 

3.3.1.2. Sumber Data  

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan oleh penulis adalah 

sumber data primer dan sumber data sekunder. 
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Adapun pengertian sumber data primer menurut Sugiyono (2018:456) data 

primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data ke pengumpul 

data. Data dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumbernya pertama atau 

dimana objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang 

didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. 

Sedangkan data sekunder menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder 

yaitu sumber data yang tidak langsung memeberikan data kepengumpul data, 

misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Penelitian ini yang menjdi sumber 

data sekunder adalah berupa struktur organisasi, sejarah Dinas Penataan Ruang 

Kota Bandung, sistem pengendalian internal dan prosedur akuntansi penerimaan 

kas dari pendapatan retribusi pemakaman.  

 

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data  

Menurut Sugiyono (2016:193) teknik pengumpulan data artinya suatu 

langkah yang dinilai strategis pada penelitian, karena memiliki tujuan yang utama 

dalam memperoleh data.Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara.  

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu metode yang 

digunakan untuk memperoleh data dan informasi berupa buku, arsip, dokumen, 

angka tertulis dan gambar berupa laporan dan informasi yang dapat mendukung 

penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data berupa surat tanda setoran, bukti transafer, tanda bukti 

pembayaran, himpunan data pembayaran, surat tanda terima retribusi, laporan 
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pertanggungjawaban, buku besar, buku besar pembantu, buku jurnal penerimaan 

kas,  rekapitulasi penerimaan. 

Menurut Yusuf (2014:372) wawancara adalah peristiwa atau proses 

interaksi antara pewawancara dengan sumber informasi atau orang yang 

diwawancarai melalui komunikasi langsung atau bertanya langsung tentang suatu 

objek yang diteliti. Pada penlitian ini penulis melakukan wawancara kepada 

bagian keuangan pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung. 

 

3.3.3. Operasionalisasi Variabel 

Variabel penelitian merupakan atribut atau sifat atau nilai seseorang, objek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditentukan oleh peneliti 

untuk mempelajari dan kemudian menarik kesimpulan (Sugiyono, 2019:68). 
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Tabel 3. 1  

Operasional Variabel 

Variabel Definisi Indikator 

Sistem 

Pengendalian 

Internal 

Menurut Mulyadi (2017:129) sistem 

pengendalian intern meliputi struktur 

organisasi yang terkoordinasi, metode 

dan tindakan untuk melindungi aset 

organisasi, memeriksa keakuratan dan 

keandalan data akuntansi, mendorong 

efesiensi dan mendorong kepatuhan 

terhadap kebijakan manajemen. 

Menurut Mulyadi 

(2017:129) 

a. Struktur organisasi 

yang memisahkan 

tanggungjawab dan 

wewenang secara 

tegas. 

b. Sistem otorisasi dan 

prosedur pencatatan. 

c. Praktik yang sehat. 

d. Karyawan yang 

mutunya sesuai 

tanggung jawabnya. 

Prosedur 

Akuntansi 

Penerimaan Kas 

 

Menurut Abdul Halim (2008:78) 

menjelaskan bahwa Prosedur 

akuntansi penerimaan kas meliputi 

serangkaian proses, baik manual 

maupun terkomputerisasi, mulai dari 

pencatatan, penggolongan dan 

peringkasan transaksi dan/atau 

kejadian keuangan, hingga pelaporan 

keuangan dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD yang berkaitan dengan 

penerimaan kas pada SKPD dan/atau 

SKPKD. 

Menurut Abdul Halim 

(2008:78)  

a. Dokumen yang 

digunakan dalam 

prosedur penerimaan 

kas. 

b. Pencatatan akuntansi 

penerimaan kas.  

 

3.3.4. Instrumen Pengukuran  

Menurut Sugiyono (2018: 92) Instrumen penelitian adalah alat yang 

digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Alat ukur yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah berupa data kualitatif. Instrumen dalam penelitian 

kualitatif dapat berupa wawancara, observasi, dan dokumentansi. Instrumen 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan 

dokumentasi. 
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Alat penelitian/instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

3.3.4.1. Wawancara 

Dalam penelitian kualitatif juga memperoleh data dengan metode 

wawancara mendalam. Wawancara mendalam (in-dept interview) merupakan 

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 

sambil bertatap muka antar pewawancara dengan informan atau orang yang 

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, 

dimana pewawancara terlibat dalam kehidupan sosial informan (Rahmat, 2009).  

Instrumen wawancara digunakan dalam penelitian kualitatif karena dapat 

mengungkap informasi lintas waktu, yaitu berkaitan dengan masa lampau, masa 

sekarang, dan masa yang akan datang. Dan data yang dihasilkan dari wawancara 

bersifat terbuka, menyeluruh, dan tidak terbatas, sehingga mampu membentuk 

informasi yang utuh dan menyeluruh dalam mengungkap penelitian kualitatif 

(Ulfatin, 2014). 

Pada instrumen wawancara dilakukan untuk mengetahui apakah unsur-

unsur sistem pengendalian internal yang diterapkan pada Dinas Penataan Ruang 

Kota Bandung sudah sesuai dengan teori yang ada. 
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3.3.4.2. Dokumentasi  

Dokumentasi dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai penyempurna 

dari data wawancara atau observasi yang telah dilakukan. Dokumen dalam 

penelitian kualitatif dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari 

obyek yang diteliti (Ulfatin, 2014). 

Dalam instrumen penelitian ini dokumentasi dilakukan untuk menganalisis 

dokumen, pencatatan dan prosedur penerimaan kas apakah sudah sesuai dengan 

Permendagri yang ada pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung. 

 

3.3.5. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang dilakukan yaitu mengumpulkan data tentang 

sistem pengendalian internal dan prosedur akuntansi penerimaan kas pada Dinas 

Penataan Ruang Kota Bandung antara lain sebagai berikut: 

1. Sistem pengendalian internal yang diterapkan pada Dinas Penataan Ruang 

Kota Bandung mengenai  prosedur akuntansi penerimaan kas dari pendapatan 

retribusi pelayanan pemakaman. 

2. Prosedur akuntansi penerimaan kas dari pendapatan retribusi pelayanan 

pemakaman. 

3. Dokumen yang digunakan dalam prosedur penerimaan dari pendapatan 

retribusi pelayanan pemakaman. 

4. Pencatatan akuntansi penerimaan kas dari pendapatan retribusi pelayanan 

pemakaman.    
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum   

4.1.1. Sejarah Singkat Dinas Penataan Ruang Kota Bandung  

Dinas Penataan Ruang (Distaru) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

(Perda) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12/PD/1980. Perda ini 

kemudian direvisi oleh Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 8 Tahun 1997 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kotamadya Daerah 

Tingkat II Bandung yang kemudian di revisi untuk terakhir kalinya oleh Perda 

Kota Bandung Nomor 5 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Daerah Kota Bandung. Dinas Tata Kota merupakan pecahan dari biro 

pembangunan pada Ekbangpal (ekonomi, pembangunan dan peralatan) yang 

diibentuk pada tahun 1973 sebagai pengganti Biro Planologi. Biro Planologi 

sendiri dibentuk pada tahun 1970 sebagai pengganti dari Dinas Perencanaan dan 

Pembagunan Kota (DPPK). DPPK dibentuk pada tahun 1965 yang merupakan 

pengembangan dari seksi Perencanaan dan Gambar pada Dinas Pekerjaan Umum 

(PU). Dinas PU sendiri merupakan pecahan dari Djawatan Teknik yang dalam 

perkembangannya dipecah menjadi Dinas PU, Dinas Kebakaran dan Kebersihan 

Kota (DK3). Dinas Penataan Ruang mempunyai fungsi: pertama, merumuskan 

kebijakan teknis bidang tata ruang kota, kedua, melaksanakan tugas operasional 

bidang tata kota yang meliputi survey dan pemetaan, perencanaan tata ruang kota 

dan perizinan pemanfaatan ruang kota, dan ketiga, melaksanakan pelayanan 
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teknis, admistratif, meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi 

kepegawaian dinas. 

 

Gambar 4. 1  

Logo Dinas Penataan Ruang Kota Bandung 

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Bandung  

 

4.1.1.1. Visi Dinas Penataan Ruang Kota Bandung  

Sejalan dengan Visi Kota Bandung Tahun 2014-2018, yaitu: terwujudnya 

kota  Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera serta sesuai dengan tugas 

pokok, fungsi dan kewenangan sebagai dinas daerah, maka visi Dinas Penataan 

Ruang Kota Bandung 2014-2018 adalah “Mendorong Perwujudan Penataan 

Ruang, Bangunan Dan Pemukiman Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan”. Visi ini 

mengandung makna sebagai berikut: 

a. Ruang kota harus dapat berkontribusi terhadap terwujudnya kondisi 

lingkungan yang unggul, nyaman, tertib, berkelanjutan, responsiff terhadap 

berbagai aktivitas dan perilaku penghuninya. 

b. Bangunan (bangunan gedung dan bangun-bangunan) harus dapat ditata dan 

dikendalikan sesuai dengan rencana tata ruang kota sejalan dengan 

peningkatan kegiatan pertumbuhan dan perkembangan kota. 
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c. Perumahan dan pemukiman harus berkualitas, berkontribusi terhadap 

peningkatan sarana hunian yang layak sehingga dapat memberikan kenyaman 

dan kesejahteraan bagi masyarakat warga kota Bandung. 

 

4.1.1.2. Misi Dinas Penataan Ruang Kota Bandung   

Untuk mewujudkan visi Kota Bandung maka ditetapkan beberapa misi 

yang kemudian diturunkan dalam beberapa tujuan dan sasaran tujuan. Beberapa 

misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota 

Bandung 2013-2018 dapat dijadikan dasar bagi Dinas Penataan Ruang Kota 

Bandung dalam menyusun Rencana Strategis, bahwa misi yang terkait dengan 

tugas pokok dan fungsi Distaru adalah: Misi ke-1 Kota Bandung yang terdapat 

dalam RPJM 2013-2018, yaitu misi mewujudkan Bandung nyaman melalui 

perencanaan tata ruang, pembangunan insfrastrukttur serta pengendalian 

pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Misi ke-2 Kota 

Bandung, yaitu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan 

melayani. Mengacu pada misi Kota Bandung di atas maka Dinas Penataan Ruang 

Kota Bandung merumuskan misi sebagai berikut: 

a. Misi mengarahkan perkembangan kota yang produktif, serasi, selaras dan 

seimbang, serta berkelanjutan. 

b. Misi meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana lingkungan 

permukiman, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 

c. Misi meningkatkan kualitas tata bangunan serta keandalan bangunan gedung 

dan bangun-bangunan. 
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d. Misi meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. 

 

4.1.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi  

1. Tugas pokok  

 Dinas Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan 

wajib pemerintahan di bidang penataan ruang, sebagian bidang pekerjaan 

umum dan sebagian bidang perumahan. 

2. Fungsi  

a. Merumuskan kebijakan teknis tata ruang dan pemukiman. 

b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum, 

penataan ruang dan perumahan. 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tata ruang dan pemukiman 

meliputi survey dan pemetaan, perencanaan dan pengendalian, perumahan 

dan pemukiman dan dokumentasi dan pelayanan. 

d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas. 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

4.1.2. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian 

serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan 

kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan di inginkan. 

Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan 
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antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktifitas dan fungsi 

dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan 

wewenang siapa melaporkan kepada siapa, jadi terdapat suatu 

pertanggungjawaban mengenai apa yang akan dikerjakan. Maka dari itu dengan 

adanya struktur organisasi ini akan mempermudah pembagian tugas sesuai dengan 

bidangnya masing-masing. 

Struktur organisasi pada umumnya digambarkan dengan petak-petak yang 

dihubungakan dengan garis horizontal dan vertikal, kotak menggambarkan nama 

jabatan atau fungsi, sedangkan garis horizontal menggambarkan adanya garis 

komando. Terdapat manfaat dari adanya struktur organisasi, yaitu: 

1. Karyawan dapat melihat secara jelas kedudukan dalam organisasi. 

2. Menggambarkan jenjang karir yang jelas. 

3. Memberikan informasi yang jelas siapa yang bertanggungjawab kepada 

apa/bidang apa. 

4. Memperlihatkan fungsi yang ada. 

Dinas Penataan Ruang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) 

Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan dan Susunan 

Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, terdiri dari: 

1. Kepala Dinas, yang membawahi: 

a. Kepala UPT Pengelolaan Pemakaman Wilayah I, yang membawahi : 

1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Pemakaman 

Wilayah I. 
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b. Kepala UPT Pengelolaan Pemakaman Wilayah II, yang membawahi: 

2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Pemakaman 

Wilayah II. 

c. Kepala UPT Pengelolaan Pemakaman Wilayah III, yang membawahi : 

3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Pemakaman 

Wilayah III. 

d. Kepala UPT Pengelolaan Pemakaman Wilayah IV, yang membawahi: 

4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Pemakaman 

Wilayah IV. 

2. Kelompok Jabatan Fungsional. 

3. Sekretaris, yang membawahi: 

a. Sub Bagian Umum Kepegawaian, Data dan Informasi. 

b. Sub Bagian Program Dan Keuangan. 

4. Bidang Perencanaan Tata Ruang Kota, yang membawahi: 

a. Seksi Pengukuran dan Pemetaan 

b. Seksi Perencanaan Prasarana Kota 

c. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Tata Ruang Kota  

5. Bidang Pemanfaatan Ruang Kota, yang membawahi: 

a. Seksi Penataan Bangunan dan Arsitektur Kota 

b. Seksi Pengelolaan Teknis Bangunan Gedung 

c. Seksi Elemen dan Dekorasi Kota 
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6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, yang 

membawahi: 

a. Seksi Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan 

b. Seksi Pengusutan Dan Penerbitan Tata Ruang dan Bangunan 

c. Seksi Dokumentasi Dan Evaluasi Tata Ruang dan Bangunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 



47 

 

 

 

G
a
m

b
a
r 4

. 2
  

S
tru

k
tu

r O
rg

a
n

isa
si D

in
a
s P

en
a
ta

a
n

 R
u

a
n

g
 K

o
ta

 B
a
n

d
u

n
g

 

 
Su

m
b

er : D
in

as P
en

ataan
 R

u
an

g K
o

ta B
an

d
u

n
g 



48 

 

 

4.2. Hasil Penelitian  

4.2.1. Sistem Pengendalian Internal yang Berkaitan dengan Prosedur 

Akuntansi Penerimaan Kas dari Pendapatan Retribusi Pelayanan 

Pemakaman pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung 

Adapun sistem pengendalian internal yang ada pada Dinas Penataan 

Ruang Kota Bandung yaitu mengenai unsur-unsur sistem pengendalian internal 

dalam prosedur akuntansi penerimaan kas dari retribusi pelayanan pemakaman 

jika dibandingkan dengan teori menurut Mulyadi (2017:130) yang ada dalam 

tinjauan pustaka maka dapat dikatakan telah sesuai. Berikut adalah penjelasannya: 

1. Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggungjawab dan Wewenang Secara 

Tegas. 

Pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung setiap karyawan telah memiliki 

tanggung jawab yang jelas dan berbeda satu sama lain. Seperti contohnya 

sebagai berikut: 

a. Bendahara penerimaan, bertanggungjawab dalam menerima Tanda Bukti 

Pembayaran (TBP) dan Himpunan Data Pembayaran (HDP) beserta uang 

retribusi dari Bendahara Penerimaan Pembantu, membuat Tanda Terima 

Retribusi dan Surat Tanda Setoran (STS), memberikan STS yang telah 

dibuat kepada Bank/Kasda, menginput data STS tervalidasi ke SIMDA, 

dan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penerimaan dan 

Rekpitulasi Retribusi. 
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b. Kepala SKPD/Pengguna Anggaran, bertanggungjawab menerima Surat 

Pertanggungjawaban (SPJ) penerimaan dan Rekapitulasi Penerimaan 

Retribusi dari Bendahara Penerimaan. 

2. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

Pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung khususnya dalam penerimaan 

pendapatan retribusi pemakaman, dalam hal ini kepala SKPD/Pengguna 

Anggaran tidak menetapkan tarif retribusi dan tidak terdapatnya dokumen 

SKR, melainkan tarif retribusi mengikuti tarif yang ada dalam Perda No. 3 

Tahun 2017, menurut penulis hal itu kurang efektif, karena tarif pada Perda 

belum tentu sesuai dengan tarif yang dibutuhkan SKPD yang berkaitan, 

berbeda hal nya jika Pengguna Anggaran yang menetapkan tarif retribusi 

karena Pengguna Anggaran lebih mengetahui seberapa besar pendapatan yang 

diterima sesuai dengan kebutuhan SKPD sehingga kebutuhan SKPD akan 

terpenuhi jika tarif retribusi ditetapkan oleh Pengguna Anggaran. Selanjutnya, 

jika dilihat dari prosedur pencatatan, pencatatan yang ada seperti jurnal 

penerimaan kas dan buku besar dapat dikatakan sudah cukup baik karena 

pencatatan dilakukan dalam SIMDA/ FMIS secara otomatis sehingga setiap 

pencatatan sudah dicatat secara terpisah dan juga lengkap. 

3. Praktik yang Sehat  

Pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung telah terjadi pemisahan tugas 

terkait kas masuk dan kas keluar. Masing-masing fungsi tersebut tentunya 

memiliki tugas yang berbeda-beda. Penerimaan retribusi itu sendiri tentunya 

ditangani oleh fungsi penerimaan kas/bendahara penerimaan, sedangkan 
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fungsi pengeluaran kas/bendahara pengeluaran bertugas pada saat mulai 

melaksanakan pengeluaran-pengeluaran resmi yang berkaitan dengan kegiatan 

organisasi. Sehingga sudah memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing 

dalam melakukan pekerjaannya. 

4. Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan Tanggungjawabnya. 

Dalam penempatan setiap jabatan pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung 

khususnya yang terlibat dalam penerimaan kas dari pendapatan retribusi 

pelayanan pemakaman seperti Bendahara Penerimaan, dapat dikatakan 

memiliki mutu yang baik karena jika dilihat dari latar belakang pendidikannya 

merupakan memiliki jenjang S1 (Strata Satu) sehingga memungkinkan dapat 

bekerja sesuai dengan tanggungjawab pekerjaannya. Begitu pula dengan 

kepala SKPD/ Pengguna Anggaran pada Dinas Penataan Ruang Kota 

Bandung yang memiliki jenjang pendidikan S2. 
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4.2.2. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas Dari Pendapatan Retribusi 

Pelayanan Pemakaman pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung 

Adapun deskripsi prosedur penerimaan kas dari pendapatan retribusi 

pelayanan pemakaman adalah sebagai berikut: 

1. Ahli waris melakukan pembayaran sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam 

Perda No. 3 Tahun 2017 kepada bagian Pengadministrasian Perizinan. Dalam 

hal ini terdapat 3 jenis pembayaran, yaitu: pembayaran bagi ahli waris yang 

baru memulai (membuka pembayaran sewa pemakaman), pembayaran 

perpanjangan sewa makam, dan pembayaran pembongkaran makam. 

2. Bagian Pengadministrasian Perizinan menerima uang yang dibayarkan oleh 

ahli waris dan membuat Himpunan Data Pembayaran (HDP) dan Tanda Bukti 

Pembayaran (TBP) yang didalamnya terdapat penjelasan jenis pembayaran 

apa yang dibayarkan oleh ahli waris, yaitu masing-masing 5 (lima) lampiran. 

3. 1 (satu) lampiran TBP diberikan kepada ahli waris sebagai tanda bukti telah 

membayar, dan masing-masing 3 (tiga) lampiran beserta uang retribusi 

diberikan kepada bagian pengelolaan Sarana dan Prasarana, tidak lupa bagian 

Pengadministrasian Perizinan juga menyimpan 1 (satu) lampiran TBP dan 2 

(dua) lampiran HDP. 

4. Bagian pengelola Sarana dan Prasarana melakukan pengecekan terhadap TBP 

dan HDP serta uang retribusi yang diterima dari Pengadministrasian Perizinan 

untuk memastikan setiap datanya telah sesuai. 

5. Setelah semuanya sesuai, pengelola Sarana dan Prasarana memberikan 

masing-masing 2 (dua) lampiran TBP dan HDP serta uang retribusi kepada 
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Bendahara Penerimaan Pembantu, tidak lupa bagian pengelolaan Sarana dan 

Prasarana juga menyimpan 1 (satu) lampiran TBP dan 1 (satu) lampiran HDP. 

6. Bendahara Penerimaan Pembantu memverifikasi dokumen TBP dan HDP 

yang diterimanya, lalu memberikan uang retribusi serta masing-masing 1 

(satu) rangkap dokumen TBP dan HDP kepada Bendahara Penerimaan Distaru 

dan 1 (satu) rangkap lagi disimpan. 

7. Setelah bendahara penerimaan Distaru menerima uang retribusi serta dokumen 

TBP dan HDP dari Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Penerimaan 

Distaru membuat Tanda Terima Retribusi dan Surat Tanda Setoran (STS) 

masing-masing 2 (dua) lampiran, lalu memberikan 1 (satu) lampiran Tanda 

Terima Retribusi kepada Bendahara Penerimaan pembantu sebagai bukti telah 

menyetorkan uang retribusi. 

8. Selanjutnya, Bendahara Penerimaan Distaru menyetorkan 2 (dua) lampiran 

STS beserta uang pembayaran retribusi ke Bank/Kasda. 

9. Bank/Kasda akan membuatkan Bukti Transfer dan memvalidasi STS yang 

diberikan  oleh Bendahara Penerimaan sebelumnya. 

10. Bank/Kasda memberikan Bukti Transfer dan 1 (satu) lampiran STS tervalidasi 

kepada Bendahara Penerimaan sebagai bukti telah setor ke Bank/Kasda, dan 1 

(satu) lampiran lagi diarsipkan di Bank/Kasda. 

11. Setelah Bendahara Penerimaan menerima Bukti Transfer dan STS tervalidasi, 

Bendahara Penerimaan akan menginput STS tervalidasi tersebut ke SIMDA. 
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12. Dengan menginputnya ke SIMDA tersebut, setiap catatan seperti Buku Jurnal 

Penerimaan kas, Buku Besar dan Buku Besar Pembantu akan terinput dengan 

sendirinya. 

13. Setelah menginputnya ke SIMDA maka akan dihasilkan surat 

pertanggungjawaban (SPJ) penerimaan dan Rekapitulasi Penerimaan Retribusi 

masing-masing 2 (dua) lampiran. 

14. SPJ dan Rekapitulasi Penerimaan Retribusi tersebut masing-masing 1 (satu) 

lampiran akan diberikan kepada kepala SKPD/Pengguna Anggaran sebagai 

laporan, dan 1 (satu) lampiran lagi diarsipkan. 

15. Kepala SKPD/Pengguna Anggaran memeriksa SPJ dan Rekapitulasi 

Penerimaan Retribusi dan menandatangani dokumen tersebut sebagai bentuk 

pengesahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

Flowchart Penerimaan dan Penyetoran Retribusi Pelayanan Pemakaman 

Ahli Waris Pengadministrasian Perizinan Pengelola Sarana dan Prasarana 
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Lanjutan  

Bendahara Penerimaan Pembantu Bendahara Penerimaan 
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Lanjutan  

Bank/Kasda Kepala SKPD/Pengguna Anggaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 3  

Flowchart Penerimaan dan Penyetoran Retribusi Pemakaman 

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Bandung 

 

Berdasarkan Flowchart diatas mengenai ahli waris yang seharusnya 

terdapat dokumen terlebih dahulu tetapi pada flowchart diatas ahli waris langsung 

membayar uang kepada bagian administrasi perizinan, dikarenakan pada Dinas 

Penataan Ruang Kota Bandung tidak terdapat dokumen SKRD yang seharusnya 

ahli waris mendapatkan SKRD terlebih dahulu baru kemudian membayarkan uang 
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retribusi  sehingga pada flowchart diatas tidak dibuatkan dokumen terlebih 

dahulu. 

 

4.2.2.1. Dokumen dan Catatan yang digunakan pada Prosedur Akuntansi 

Penerimaan Kas dari Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaman  

Dalam penerimaan kas dari pendapatan retribusi pelayanan pemakaman 

pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung tentunya ada dokumen dan catatan 

yang digunakan oleh pihak-pihak yang terkait, berikut dokumen dan gambarnya: 

1. Tanda Bukti Pembayaran (TBP) 

TBP adalah dokumen yang dibuat oleh Administrasi Perizinan sebanyak 5 

(lima) lampiran yang digunakan sebagai bukti bahwa ada ahli waris yang 

telah melakukan pembayaran kepada pihak pemakaman. Dokumen TBP ini 

memuat nama, alamat, keterangan jenis pembayaran, kode rekening, jumlah 

nominal yang dibayarkan dan pengesahan dari pihak penyetor dan juga 

bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu. 
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Gambar 4. 4  

Tanda Bukti Pembayaran 

Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung  

2. Himpunan Data Pembayaran (HDP) 

HDP adalah dokumen yang dibuat oleh Administrasi Perizinan dengan 5 

(lima) lampiran yang berisi jenis pelayanan yang dilakukan, lokasi TPU, 

Nomor registrasi makam, nama ahli waris, alamat, nama almarhum, tanggal 

pemakaman, nomor makam, blok makam, usia almarhum, jumlah nominal 

setoran, no. TBP, tanggal dokumen, serta pengesahan tanda tangan oleh 

pihak-pihak yang terlibat. 
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Gambar 4. 5  

Himpunan Data Pembayaran 

Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung  

3. Surat Tanda Terima Retribusi 

Dokumen Tanda Terima Retribusi dibuat oleh bendahara penerimaan dalam 2 

(lampiran) setelah bendahara penerimaan menerima dokumen TBP dan HDP 

dari Bendahara Penerimaan Pembantu. Dokumen ini digunakan untuk 

mengetahui jenis pembayaran yang diterima oleh bendahara penerimaan dan 
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sebagai bukti bahwa bendahara penerimaan pembantu telah menyetorkan 

uang retribusi. Dokumen ini berisi tentang lokasi TPU, no. urut dokumen, 

jenis pembayaran apa yang dilakukan oleh ahli waris, jumlah nominal yang 

disetor, tanggal dokumen, dan pengesahan tanda tangan oleh pihak-pihak 

yang terlibat. 

 

Gambar 4. 6  

Surat Tanda Terima Retribusi 

Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung  

4. Surat Tanda Setoran (STS) 

Dokumen Surat Tanda Setoran digunakan untuk menyetorkan pendapatan 

daerah yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan ke Bank/Kasda. 

Dokumen ini berisikan no.urut STS, jenis bank dan kode rekening, jumlah 

nominal yang disetor, tanggal dan pengesahan tanda tangan oleh pihak-pihak 

yang terlibat. 



62 

 

 

Ada beberapa rincian objek Surat Tanda Setoran, yaitu :  

1) Setoran Retribusi Pemakaman Tahun Berjalan  

2) Setoran Piutang Retribusi Pemakaman  

3) Setoran Piutang Retribusi Pemakaman (Audited) 

4) Setoran Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi 

 

Gambar 4. 7  

Surat Tanda Setoran 

Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung  

5. Bukti Transfer  

Dokumen ini digunakan sebagai bukti bahwa Bendahara Penerimaan telah 

melakukan penyetoran atas retribusi yang diterima kepada Bank/Kasda. 

Bank/Kasda membuat dokumen ini sebanyak 2 (dua) lampiran. Dokumen ini 

berisikan tanggal, no.referensi, no.rekening, nama, nilai transaksi, tujuan 
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transaksi, sumber dana, cara pembayaran, dan pengesahan tanda tangan oleh 

teller dan bendahara penerimaan. 

 

Gambar 4. 8  

Bukti Transfer 

Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung 

6. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan 

SPJ tersebut dibuat sebanyak 2 (dua) lampiran oleh bendahara penerimaan 

setelah menerima STS yang divalidasi dari bank/kasda kemudian di input ke 

dalam aplikasi SIMDA. SPJ merupakan dokumen pertanggungjawaban yang 

dibuat oleh bendahara penerimaan apabila sewaktu-waktu ada pemeriksaan 

oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dan juga digunakan untuk 

melaporkan penerimaan retribusi kepada kepala SKPD/Pengguna Anggaran. 
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Gambar 4. 9  

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) 

Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung 

7. Rekapitulasi Penerimaan  

Rekapitulasi Penerimaan Harian dibuat sebanyak 2 (dua) lampiran oleh 

Bendahara Penerimaan setelah menerima STS tervalidasi dan bukti transfer 

dari Bank/Kasda, lalu Bendahara Penerimaan menginput STS tervalidasi ke 

aplikasi Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) atau 

sekarang yang disebut dengan FMIS. Dokumen ini berisikan rekapan per 

bulan untuk setiap penerimaan pembayaran retribusi yang diterima oleh 

bendahara penerimaan yang nantinya akan dilaporkan kepada 

SKPD/Pengguna Anggaran. 
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Gambar 4. 10  

Rekapitulasi Penerimaan 

Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung 

 Setelah diatas membahas dokumen yang digunakan dalam prosedur 

akuntansi penerimaan kas dari pendapatan retribusi pelayanan pemakaman pada 

Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, maka penulis akan membahas catatan-

catatan yang digunakan Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dalam prosedur 

penerimaan kas dari pendapatan retribusi pelayanan pemakaman beserta 

gambarnya adalah sebagai berikut: 
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1. Buku Jurnal Penerimaan Kas  

Buku Jurnal penerimaan kas merupakan catatan yang diselenggarakan oleh 

fungsi akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau 

kejadian yang berhubungan dengan penerimaan kas. 

 

Gambar 4. 11  

Buku Jurnal Penerimaan Kas 

 Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung 
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2. Buku Besar 

Merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk 

memosting semua transaksi atau kejadian selain kas dari jurnal penerimaan 

kas ke buku besar untuk setiap rekening aset, kewajiban, ekuitas dana, 

pendapatan, belanja dan pembiayaan. 

 

Gambar 4. 12  

Buku Besar 

Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung 
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3. Buku Besar Pembantu 

Merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk 

mencatat semua transaksi atau kejadian yang berisi rincian akun buku besar 

untuk setiap rekening yang dianggap perlu. 

 

Gambar 4. 13  

Buku Besar Pembantu 

Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung 
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4.2.2.2. Pencatatan Akuntansi Penerimaan Kas dari Pendapatan Retribusi 

Pelayanan Pemakaman 

Penerimaan kas dari pendapatan retribusi pemakaman yang berada pada 

Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dicatat menggunakan pencatatan berbasis 

akrual, yaitu mengakui pendapatan saat transasksi tersebut terjadi. Pencatatan 

setiap jurnal tersebut terjadi secara otomatis saat bendahara penerimaan 

menginput data dalam dokumen STS ke dalam aplikasi SIMDA/FMIS, jadi tidak 

terdapat pencatatan jurnal secara manual yang dilakukan oleh karyawan di 

Distaru. Berikut adalah contoh pencatatan ayat jurnal penerimaan kas dari 

retribusi pelayanan pemakaman pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung : 

1. Jurnal Penerimaan Retribusi Pemakaman Pendapatan Diterima Dimuka: 

Tabel 4. 1  

Jurnal Penerimaan Retribusi Pemakaman Pendapatan Diterima 

Dimuka Dinas Penataan Ruang Kota Bandung 

Kas di Bendahara Penerimaan                          xxx 

 Sewa Tempat Pemakaman atau  

 Pembakaran/Pengabuan Mayat -LO    xxx 

Perubahn SAL      xxx 

 Sewa Tempat Pemakaman atau  

 Pembakaran/Pengabuan Mayat -LRA   xxx 

Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung 
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2. Jurnal Penerimaan Retribusi Pemakaman Setoran Retribusi: 

Tabel 4. 2  

Jurnal Penerimaan Retribusi Pemakaman Setoran Retribusi Dinas 

Penataan Ruang Kota Bandung 

Kas di Bendahara Penerimaan     xxx 

 Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman  

 dan Pengabuan Mayat      xxx 

Perubahan SAL      xxx 

 Sewa Tempat Pemakaman atau  

 Pembakaran/Pengabuan Mayat-LRA    xxx 

Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung 

 

3. Jurnal Penerimaan Retribusi Pemakaman Tahun Berjalan: 

Tabel 4. 3  

Jurnal Penerimaan Retribusi Pemakaman Tahun Berjalan Dinas 

Penataan Ruang Kota Bandung 

Kas di Bendahara Penerimaan                          xxx 

 Sewa Tempat Pemakaman atau  

 Pembakaran/Pengabuan Mayat -LO    xxx 

Perubahn SAL      xxx 

 Sewa Tempat Pemakaman atau  

 Pembakaran/Pengabuan Mayat -LRA   xxx 

Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung 
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 Selain itu juga dalam penerimaan kas dari pendapatan retribusi pelayanan 

pemakaman terdapat jurnal penyesuaian yang dibuat pada saat akhir bulan atau 

akhir tahun, berikut contoh jurnal penyesuaian: 

Tabel 4. 4  

Jurnal Penyesuaian Dinas Penataan Ruang Kota Bandung 

Sewa Tempat Pemakaman atau  

Pembakaran/Pengabuan Mayat- LO    xxx 

 Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya    xxx 

Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung  

 

4.3. Pembahasan  

4.3.1. Analisis Sistem Pengendalian Internal yang Berkaitan dengan 

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas dari Pendapatan Retribusi 

Pelayanan Pemakaman pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan unsur-unsur sistem 

pengendalian internal yang ada di Dinas Penataan Ruang Kota Bandung (Distaru)  

khususnya yang berkaitan dengan prosedur akuntansi penerimaan kas dari 

pendapatan retribusi pelayanan pemakaman dikatakan sudah cukup sesuai dengan 

teori yang ada, seperti struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab dan 

wewenang secara tegas, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, praktik yang 

sehat, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya. Namun ada 

beberapa hal yang masih belum dilaksanakan secara optimal dalam unsur-unsur 

pengendalian internal seperti mengenai sistem wewenang yang diterapkan kurang 
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terkendali, khususnya wewenang kepala SKPD/Penggguna Anggaran dalam 

penetapan tarif retribusi, seharusnya kepala SKPD/Pengguna Anggaran di Distaru 

dapat menetapkan tarif retribusi berdasarkan kebutuhan SKPD yang ada di 

Distaru.  Namun jika dilihat dari unsur-unsur pengendalian internal yang lainnya 

sejauh ini Dinas Penataan Ruang Kota Bandung mampu bertanggungjawab dan 

menjalankan pekerjaan serta kegiatannya dengan baik sesuai dengan tugas dan 

tanggungjawab nya masing-masing. 

 Selanjutnya, mengenai prosedur pencatatan yang diterapkan sudah cukup 

baik karena pencatatan dilakukan dengan menggunakan SIMDA secara otomatis 

namun per tanggal 1 Januari 2022 aplikasi SIMDA sudah dikembangkan menjadi 

SIMDA Next-G berbasis Web atau lebih dikenal dengan FMIS (Financial 

Management Information System). 

FMIS ( Financial Management Information System) ini merupakan hasil 

pengembangan dari aplikasi SIMDA oleh Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan. FMIS dibuat agar lebih sesuai dengan kebutuhan pemerintah 

daerah dalam rangka peningkatan akuntabilitas. 

Pada saat aplikasi SIMDA dikembangkan menjadi FMIS Dinas Penataan 

Ruang Kota Bandung mengalami beberapa hambatan saat menggunakan FMIS 

seperti bergantung kepada jaringan internet karena FMIS merupakan berbasis web 

sehingga penggunaanya membutuhkan jaringan internet dan ketika jaringan 

internet sedang tidak stabil maka akan menjadi hambatan ketika menggunakan 

FMIS, pencatatannya belum lengkap sampai pelaporan karena FMIS masih 

terbilang baru sehingga belum semua pencatatan lengkap, dan jika input transaksi 
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terdapat kesalahan kemudian telah diposting maka tidak dapat diedit kembali oleh 

bagian SKPD tetapi harus melapor kepada bagian BKAD. 

 

4.3.2. Analisis Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas dari pendapatan 

Retribusi Pelayanan Pemakaman pada Dinas Penataan Ruang Kota 

Bandung 

Hasil analisis mengenai Prosedur akuntansi penerimaan kas khususnya 

dari pendapatan retribusi pelayanan pemakaman yang diterapkan di Dinas 

Penataan Ruang Kota Bandung dapat dikatakan sudah cukup baik. Terdapat 15 

(lima belas) prosedur akuntansi penerimaan kas dari pendapatan retribusi 

pelayanan pemakaman yang diterapkan di Dinas Penataan Ruang Kota Bandung. 

Jika dibandingkan dengan teori yang terdapat pada Permendagri Nomor 13 Tahun 

2006 terdapat 13 (tiga belas) prosedur yang dilakukan. Terdapat beberapa 

prosedur yang berbeda, seperti halnya tidak adanya penentuan besarnya tarif 

retribusi berdasarkan SKRD, tidak adanya proses membandingkan antara SPJ 

yang berasal dari Kepala SKPD dengan Nota Kredit dari Bank, dan tidak adanya 

proses pencatatan jurnal dan pemostingan atas pencatatan yang diterima karena 

pencatatan telah terjadi secara otomatis pada aplikasi SIMDA/FMIS ketika 

Bendahara Penerimaan menginput STS. Hal ini dipengaruhi ketidaksesuaian 

bagian yang terlibat dalam penerimaan kas atas pendapatan retribusi. 

Pada saat penerimaan kas dari pendapatan retribusi pelayanan pemakaman 

Distaru mengalami beberapa kendala seperti adanya kesalahan pencatatan antara 

catatan ahli waris dengan bagian TPU sehingga pada saat ini sedang uji coba 

menggunakan aplikasi Simpelman (Sistem Informasi Pelayanan Pemakaman) dan 
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dari 13 TPU seperti TPU Cibarunay, Surnaraga, Pandu, Rancacili, Gumuruh, 

Ciburuy, Maleer, Cikutra, Nagrog, Cikadut, Logok Ciseureuh, Astana Anyar, 

Babakan Ciparay hanya baru 4 TPU yang di uji coba yaitu TPU Rncacili, 

Gumuruh, Ciburuy dan TPU Maleer yang sudah menggunakan Simpelman namun 

saat mengggunakan Simpelman masih terdapat kekurangan, aplikasi Simpelman 

hanya terdapat rincian sudah dibayar, belum dibayar dan menunggu pembayaran 

tidak ada keterangan untuk pembayaran periode berapa sehingga bagian keuangan 

pada saat akan pencatatan masih manual. Kemudian pada saat membuat laporan 

retribusi pembayaran pelayanan pemakaman pada aplikasi SIMDA atau FMIS 

hanya ada satu nomor rekening yaitu retribusi daerah sehingga nominal yang 

terdapat pada SIMDA atau FMIS merupakan bukan nominal yang sesungguhnya 

melainkan nominal dari total retribusi piutang ditambah retribusi diterima dimuka 

dan ditambah retribusi tahun berjalan pada akhir tahun. Sehingga untuk retribusi 

piutang, retribusi diterima dimuka dan retribusi tahun berjalan masih dicatat 

secara manual menggunakan Excel. 

Menurut penulis upaya yang harus dilakukan Distaru dalam mengatasi 

kendala diatas yaitu lebih meningkatkan aplikasi Simpelman agar memudahkan 

warga untuk membayar retribusi, karena mencatat retribusi piutang, retribusi  

diterima dimuka, dan retribusi pembayaran tahun berjalan dicatat secara manual 

sehingga bagian keuangan harus lebih teliti supaya ketika akan menginput 

kedalam SIMDA atau FMIS tidak terjadi eror. 
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4.3.2.1. Analisis Dokumen dan Catatan yang digunakan dalam Prosedur 

Akuntansi Penerimaan Kas Pada Dinas Penataan Ruang Kota 

Bandung 

Dari hasil analisis mengenai dokumen dan catatan yang digunakan dalam 

prosedur akuntansi penerimaan kas dari retribusi pelayanan pemakaman pada 

Dinas Penataan Ruang Kota Bandung sudah cukup sesuai dokumen yang 

digunakan yaitu terdapat 7 dokumen yang digunakan, namun ada beberapa 

dokumen yang tidak terdapat dalam pendapatan retribusi pelayanan pemakaman 

pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung (Distaru) seperti Surat Ketetapan 

Pajak Derah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), dan Nota Kredit Bank. 

SKRD pada Distaru tidak digunakan karena pada Distaru menetapkan tarif 

retribusi masih berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2017. Namun 

menurut penulis sebaiknya Distaru menetapkan tarif retribusi oleh Kepala 

SKPD/Pengguna Anggaran karena tidak setiap perda menentukan besaran tarif 

retribusi sesuai dengan kebutuhan SKPD yang berkaitan, berbeda hal nya dengan 

Pengguna Anggaran yang menetapkan besaran tarif retribusi, dengan penetapan 

tarif retribusi yang dibuat oleh Pengguna Anggaran maka Pengguna Anggaran 

lebih mengetahui seberapa besar pendapatan yang akan diterima sehingga 

kebutuhan SKPD akan terpenuhi. 

Setelah mengetahui catatan yang digunakan dalam prosedur akuntansi 

penerimaan kas dari pendapatan retribusi pelayanan pemakaman pada Dinas 

Penataan Ruang Kota Bandung, dapat dikatakan sudah sesuai yaitu ada 3 catatan 
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diantaranya Buku Jurnal Penerimaan Kas, Buku Besar Dan Buku Besar 

Pembantu. 

 

4.3.2.2. Analisis Pencatatan Akuntansi Penerimaan Kas dari Pendapatan 

Retribusi Pelayanan Pemakaman pada Dinas Penataan Ruang Kota 

Bandung  

Berdasarkan hasil analisis Pencatatan akuntansi yang ada pada Dinas 

Penataan Ruang Kota Bandung tidak dilakukan secara manual oleh karyawan, 

melainkan sudah terjurnal secara otomatis ketika Bendahara Penerimaan 

menginput data STS ke dalam aplikasi SIMDA/FMIS. Hal tersebut diterapkan 

karena dikhawatirkan apabila pencatatan akuntansi dilakukan secara manual akan 

menimbulkan banyak kesalahan (human error) yang kemungkinan akan 

berdampak pada laporan keuangan SKPD bersangkutan. 

Pencatatan akuntansi yang berada di Dinas Penataan Ruang Kota Bandung 

berkaitan dengan penerimaan kas dari pendapatan retribusi pelayanan pemakaman 

telah sesuai. Dapat dilihat bahwa penerimaan kas yang diterima oleh distaru sudah 

dicatat menggunakan dua jurnal, yaitu LO- dan Jurnal – LRA. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

Dinas Penataan Ruang Kota Bandung mengenai Sistem Pengendalian Internal dan 

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas, kesimpulan hasil analisis sebagai berikut: 

1. Penerapan unsur-unsur sistem pengendalian internal yang ada di Dinas 

Penataan Ruang Kota Bandung (Distaru) dapat dikatakan sudah cukup sesuai, 

seperti struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab dan wewenang 

secara tegas, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat, 

karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya, namun ada 

beberapa hal yang masih belum dilaksanakan secara optimal dalam unsur-

unsur pengendalian internal seperti mengenai sistem wewenang yang 

diterapkan kurang terkendali, khususnya wewenang kepala SKPD/Penggguna 

Anggaran dalam tarif penetapan retribusi, seharusnya kepala SKPD/Pengguna 

Anggaran di Distaru dapat menetapkan tarif retribusi berdasarkan kebutuhan 

yang ada di Distaru.  

2. Prosedur akuntansi penerimaan kas khususnya dari pendapatan retribusi 

pelayanan pemakaman yang diterapkan di Dinas Penataan Ruang Kota 

Bandung dapat dikatakan sudah cukup baik, namun ada beberapa perbedaan 

seperti halnya tidak adanya penentuan besarnya tarif retribusi berdasarkan 

SKRD, tidak adanya proses membandingkan antara SPJ yang berasal dari 
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Kepala SKPD dengan Nota Kredit dari Bank, dan tidak adanya proses 

pencatatan jurnal dan pemostingan atas pencatatan yang diterima karena 

pencatatan telah terjadi secara otomatis pada aplikasi SIMDA ketika 

Bendahara Penerimaan menginput STS. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, maka penulis 

memberikan beberapa saran kepada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung adalah 

sebagai berikut:  

1. Dalam penerapan sistem pengendalian internal sebaiknya Distaru membuat 

unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur 

pengendalian internal yang ada sehingga dapat memastikan pengendalian 

internal berjalan dengan baik.  

2. Mengenai prosedur akuntansi penerimaan kas dari pendapatan retribusi 

pelayanan pemakaman lebih baik Distaru dapat menerapkan prosedur 

penerimaan kas sesuai dengan peraturan yang ada, namun sebelumnya terlebih 

dahulu memperbaiki dokumen yang tidak ada. 
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